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ABSTRAK

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam
proses penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik,
penuntut umum maupun hakim, namun d; sisi lain ia bersinggungan dengan
perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang
menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif

anan rentan melanggar hak asasi manusija

tu, aparat penegak hukum dituntut tidak
hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan
penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan Prinsip proporsionalitas.

Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapa

Kata Kunci, Hak Asas; Manusia, Penahanan, Penyidikan
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BAB 1V

PENUTUP

5impulan

apa yang telah penulis hulu, maka dapatlah

Dari jabarkan pada bab-bab terda
lis simpulkan sebagai berikut :

hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses

gan yang diberikan oleh undang-undang
penyidik, penyelidik atas perintah
lain ia

. Pelaksanaan perlindungan
idikan merupakan kewenan

peny
berdasarkan prinsip legalitas kepada
akim, namun di sisi

aan tersangka dan terdakwa.
gkapan dan alasan-alasan
dasar dilakukannya

2 penyidik, penuntut umum maupun h

il:l .

B bersinggungan dengan perampasan kemerdek
~ Adanya cukup
*'ﬂ subjektif maup

penahanan  rentan

terdakwa.Oleh karena

bukti yang menjadi dasar penan

un alasan objektif yang menjadi
manusia tersangka atau

tut tidak hanya
nangkapan dan

melanggar hak asasi
itu, aparat penegak hukum ditun

~ mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum pe
& penahanan, tapi juga prin onalitas.
5 2 Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapan dan pen
| dan tidak melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh

kan bukti permulaan

sip nesesitas dan prinsip proporsi
ahanan terhadap

seseorang tersangka
pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasar
penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas,

anggar. Prinsip nesesitas

mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar
biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan

menahan tersangka atau tersangka, maka alternatif tersebut wajib dilakukan.

yang cukup, jika
prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terl

_« S =
: Proses .
B pejab: atau mekanisme penangkapan dan penahanan terhadap tersangka
= ‘ . -
B . Y:"B diberi kewenangan untuk itu, hendaknya berpegang pada bukti-
= EcCu
K. up untuk penangkapan, sehingga tidak terjadi salah tangkap apalagi

€rjadi pelan
ggaran hak i ia. ini
hak asasi manusia, ini dapat kehilangan kepercayaan publik,
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